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BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SINTANG,

bahwa da;am rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah

sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan
pembangunan nasional ;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf
d, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Rencana Kerja
Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu
kepada rencana kerja pemerintah;

bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan
b tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sintang telah
melaksanakan musyawarah Perencanaan
Pembangunan Rencarna Kerja Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2014 dengan melibatkan unsure-
unsur penyelenggara pemerintahan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan
pahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢ dan huruf d tersebut diatas, maka
perlu membentuk Pelraturan Bupati Sintang tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang
Tahun Anggaran 2014;

Mengingat ...
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Tahun 1959 tentang
arurat Nomor 3 Tahun
Daerah Tingkat I Di
€gara Republik Indonesia
mbihan Lembaran Negara

Or 352) Sebagai Undang-
emb agai Undang
1959 Nomor 7;r'?2mNbeg}?ra Republik Indonesia Tahun
Indonesig Nomo’r 1820?- 1 Rembiaran egara Republik

Nom
Republik | or 9, Ta
Undang (Lepprc¥@ Nom

2. Undane.
Pen;?gnUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
)~ searaan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
ndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Republik |
Lembaran

g“da“g“Uﬂdang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
emberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);,

S. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

" Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 ‘ Nomor 1.25, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang _Nomor 12. Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang ...
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Undan
g-Undan
Perimp & Nomor 33
angan Ke Tahun 2004 tentan
Pemerintahan Jangan Antarg Pemerintah Pusat Dag

D
Indonesia ’I‘ahuser%hoo(

: Lembaran Negara Republik
€mbaran Negara Re

4 Nomor 126 Tambah
. ’ an
publik Indonesig Nomor 4438);

Undang-undang Nomor

Pembentukan 12" Tahun 2011 tentang

Peratur
(Lemb ‘Uran Perundang-Undangan
aran  Negarg Republik Indonesia Tahun 2(%11

Nomor 82
’ ambah; :
Indonesia Nomgy 52&1:;2):: Lembaran Negara Republik

E:‘;lactgginKquermtal} Nomor 20 Tahun 2004 tentang

i 1 Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
onesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan  Rencana Kerja Dan  Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
pPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

18. Peraturan .
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Or 41 Tahun 2007 tentang
(Lembaran Negara

Peratyr
an Pemer;
Orgam'sasi fintah Nom

Pemerimah Nomor 8

o tata Carg Penyusun Tahun 2008 tentang

an, Pengendalian dan

Nomor 2]
Indonesia Nomor 4817); aran Negara Republik

Peraturan Presiden No
Rencana Pemban
Tahun 2010-2014

mor 5 Tahun 2010 tentang
gunan Jangka Menengah Nasional

)

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun ‘2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Rgpubhk Indonesia Nomcr 4%12) sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4418);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun
2006 tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 20006
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun
5013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sintang Nomor 3);

peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

gintang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintz_mg Nomor 2 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

26. Peraturan
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26, Qeraturan Da ;o
0 )
Katl)gpt;?t Ca;gulljstﬁn Sintang Nomgr S Tahun
en . an ‘
Tambap g, Eaten Sintang Tapyp, 20?0 (IL\,Jembaran
omor 5): Mbaran Daerah Kabupaten Ogilr?:ansé;

27, Peraturgn

28, Per
aturan Daergh Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun

2012 tentan
8 Rencana  pempa
Meneng ah Dacran Kabupate ngunan Jangka

2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN
ANGGARAN 2014

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.

2. Bupati adalah Bupati Sintang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah. | N

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara

intahan Daerah. ) s
. iir;;;z;a Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

dalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
a

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
isetu

erah. ; ;
] geratur:n I{(ﬁja pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
: encan

dok n Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang untuk
okume

. Tahun. : .
Periode 1 (S?;u)})erangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerj daerah  pada Pemerintah  Daerah selaku Pengguna

perangkat Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Anggaran/Pengguna

8. Rencana Kerja ...
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Rencana Kerjg |
Renja-SKPD &daJS;}:ugn Kel‘ja Perangkat - 0 05‘2
untuk Periode | (Satu)('}kumen erencanaanagr

Rencana Kerja dan Aahun.

dokumen perencangg,, C’;
serta anggaran an

?h yang selanjutnya disebut
aluan Kerjg Perangkat Daerah

an yan ’

yang dj m%mgfswmm?gqm%“tm“ adalah

Kebijakan Umym, ipé%rlul«:an untuk melaksaialf;:ls; S
| . ya.

Yang selanjutnya disingkat KUA adalah petunjuk

an penda -
dalam penyusunap pedom patan, belanja dan pembiayaan daerah

ntuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD, :

BABII -
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2014 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan di Kabupaten Sintang untuk periode 1 (satu) tahun
Anggaran yaitu Tahun Anggaran 2014, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai
dengan 31 Desember 2014.

(2)

Pasal 3

Maksud di tetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun

2014 adalah : | |

aO sebagai pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
| dalam menyusun RKA SKPD Tahun Anggaran 2014.

b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2014,

Tuiuan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun
uju

201:’( adasl;ig;lya RKPD Kabupaten Sintang sesuai dengan kebutuhan dan
a. tersu

- at; , .
. asplraSIDIE;l;Y ?)l;?é;itas program dan kegiatan pembangunan Kabupaten
. tersusu

S pada Tahun 2014 yang mendukung pencapaian RPJIJMD
intang

; Tahun 2011-2015;
Kabupa(tjenr; Sln;ﬁ%gi antara perencanaan pembangunan daerah dan
c. terwuju

anggaran pembangunan daerah Tahun 2014.
peng

Pasal 4 ...
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4 Kerangka ekonomj d dDupaten Sintang Tahun Ang’g
pPendanaan.

prioritas dan sasargn em

Anggaran 2014 dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun

Pasal 5

RKPD Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan

penjabaran dari Rencana Pemban un -
Sintang Tahun 2011-2015. gunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

BAB 111
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

RKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 disusun untuk :

a. bahan Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta PPAS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;

b. Rancangan KUA APBD dan PPAS setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai pembicaraan
pendahuluan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2014;

¢. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kcsesuaial_]
anfara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 hasil
pembahasan bersama DPRD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Sintang Tahun 2014.
Pasal 7

ah Kabupaten Sintang berkewajiban

i Lingkungan Pemerint
Seluruh SKPD di Lingxung konsisten,  sungguh-sungguh  dan

Mmelaksanakan RKPD ini  secara
bertanggungjawab.

Pasal 8

: cana Kerja Pemerintah Kabupatep Sintang Tahun 2014 inj
?;\Jam hal SubSt?nZ;SE.:n karena sebab-sebab yang rasional dan obyektif, maka
ldak dapat dilaks wajib diprogramkan kembali dan menjadi prioritas utama

sub i RKPD tersebut .
Dadztggi;sgman RKPD tahun anggaran DERAuEyA.
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Pasal ¢

RKPD Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratuiggrr?gili%gtipi(:? MATETE IR SR
1.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal, 13 Mei 2013

( BUPATI SINTANG,(

N

/
¢ MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal, 13 Mei 2013

(V' SEKRETAR]S DAERAH KABUPATEN SINTANG, (

¥

ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 145



